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Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial
Lembaran Negara No 6 Tambahan Lembaran Negara No 4356

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran
Negara No 8 Tambahan Lembaran Negara No 4538

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara
No 9 Tambahan Lembaran Negara 4359

Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara No 34
Tambahan Lembaran Negara 4379

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran
Negara No. 35 Tambahan Lembaran Negara 4380

Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Lembaran Negara
No 89 Tambahan Lembara Negara No 4415

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembara
Negara No 125 Tambahan Lembaran Negara No 4437

Undang-Undang No 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No 14 Tahun
1985 Tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara No 3 Tambahan
Lembaran Negara 4958

Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Lembaran Negara No 155 Tambahan Lembaran Negara 5074
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Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Lembaran Negara No 157 Tambahan Lembaran Negara No 5076

Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor
2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum  Lembaran Negara No 158
Tambahan Lembaran Negara No. 5077

Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Lembaran Negara No 159
Tambahan Lembaran Negara No 5078

Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor
5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara
No 160 Tambahan Lembaran Negara No 5079

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara
No 70 Tambahan Lembaran Negara No 5226

Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Lembaran Negara No
106 Tambahan Lembaran Negara 5250

Undang-Undang No 5 Tahun 2004 Tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran
Negara No 6 Tambahan Lembaran Negara No 5494

Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960 tentang Pembaharuan Susunan DPR.
Lembaran Negara No 24 Tambahan Lembaran Negara 1954

Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 tentang Susunan DPR-GR Lembaran
Negara No 78 Tambahan Lembaran Negara No. 2015

Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 01/PMK/2003
Tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah
Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 02/PMK/2003
Tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 06/PMK/2005
Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 07/PMK/2005
Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim
Konstitusi
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Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 08/PMK/2006
Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional
Lembaga Negara

Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 09/PMK/2006
Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim
Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 11/PMK/2006

Tentang Pedoman Administrsi yustisial mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 12 Tahun 2008
Tentang Prosedur Beracara Partai Politik

Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 14 Tahun 2008
Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 15 Tahun 2008
Pedoman BeracaraDalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
Daerah

Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 16 Tahun 2009
Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 17 Tahun 2009
Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum presiden
Dan Wakil Presiden

Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 18 Tahun 2009
Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) Dan
Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference)

Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 19 Tahun 2009
Tata Tertib Persidangan

Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 21 Tahun 2009
Pedoman beracara dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat
mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 1 TAHUN 2012
Produk Hukum Mahkamah Konstitusi
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Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil

Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2011 Tata Cara Penyelesaian Informasi
Publik di Pengadilan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SKIVI111/2007 TAHUN
2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 033/KMAJ/SK/I1/2011 Tentang
Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 142/KMA/SK/IX/2011 Tentang
Pedoman Penerapan Sistem Kamar Di Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2005 Tentang Bimbingan dan
Petunjuk Terhadap Hakim/Majelis Hakim dalam menangani Perkara

Putusan Pengadilan:
Putusan dalam Perkara United States v. Virginia, 518 U.S. 515 Tahun 1996

Putusan MA No. 36 P/HUM/2011, Perihal Permohonan Hak Uji Materiil
Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Ketua Komisi

Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/1V/2009, Nomor:
02/KMAJ/SKB/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku
Hakim.

Putusan MK No 49/PUU-1X/2011, Perihal Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD
1945.

Putusan MK No 5/PUU-V/2007, Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD
1945.

Putusan MK No 65/PUU-VII1/2010, Perihal Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidanan Terhadap
UUD 1945,

Putusan MK No. 001-021-022/PUU-1/2003, Perihal Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan
Terhadap UUD 1945.

Putusan MK No. 005/PUU-1V/2006, Perihal Permohonan Pengujian Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi
Yudisial Dan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap UUD 1945.
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Putusan MK No. 006/PUU-1V/2006, Perihal Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan
Rekonsiliasi Terhadap UUD 1945.

Putusan MK No. 01/PUU-VII1/2010, Perihal Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Terhadap UUD
1945,

Putusan MK No. 066/ PUU-11/2004, Perihal Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Dan
Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang Dan
Industri Terhadap UUD 1945.

Putusan MK No. 102/PUU-V11/2009, Perihal Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan
Wakil Presiden Terhadap UUD 1945.

Putusan MK No. 133/PUU-VI1/2009, Perihal Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Terhadap UUD 1945.

Putusan MK No. 138/PUU-VI11/2009, Perihal Permohonan Pengujian Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi.

Putusan MK No. 28/PUU-1X/2011, Perihal Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD
1945,

Putusan MK No0.072-073/PUU-11/2004, Perihal Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap
UUD 1945.

Disertasi dan Tesis:

Asrun, Andi Muhammad, 2003, Pemerintahan Otoriter dan Independensi
Peradilan: Kajian Fenomena Keadilan Personal Dalam Peradilan
di Tingkat Mahkamah Agung 1967-1998, Jakarta: Disertasi pada
Universitas Indonesia.

Azhary, 1993, Negara Hukum Indonesia: Suatu Analisis Yuridis Normatif
Terhadap Unsur-Unsurnya, (Jakarta: Disertasi Pada Universitas
Indonesia.
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